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ABSTRAK

Fadhi Fadli ( B 111 03 183 ), Tinjauan Yuridis Pemalsuan Dan
Penggunaan Surat Yang Berkenaan Dengan Tanah (Studi Kasus Putusan
Pengadilan  Negeri Sungguminasa MNomor  242/Pid.B/2008/PN.
Sungguminasa), dibimbing oleh Andi Sofyan Sebagai Pembimbing | dan
Haeranah Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Penerapan Hukum
Pidana dalam Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/ PN. Sungguminasa
dan menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/PN. Sungguminasa.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan
memilih instansi yang terkait langsung dengan masalah dalam skripsi ini,
yaitu Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai tempatfinstansi yang
penulis teliti. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan
mengadakan wawancara langsung dengan para narasumber, maupun
data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni : dengan cara
penelusuran arsip/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Temuan yang diperoleh dari penelifian ini, antara lain - (1) Dalam studi
kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, yakni dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN. Sungguminasa yang
menyatakan bahwa terdakwa Musahir Alias Talli, telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pemalsuan
Surat atas korban H. Mumang Dg. Sau yang pengenaannya telah diatur
dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP serta peraturan lain yang
berhubungan dengan perkara tersebut, dan menjatuhkan putusan pidana
selama 9 (Sembilan) bulan penjara potong masa tahanan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. (2). Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dinilai dalam
melakukan pertimbangan-perfimbangan telah sesuai menurut aturan-
aturan yang terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh
terdakwa Musahir Alias Talli, baik dari proses pembuktian termasuk
menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa, petunjuk dan fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan dan
keyakinan Hakim yang membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana
pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sehingga hakim
dengan keyakinannya dapat mengembil sebuah keputusan untuk
menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya sengketa pertanahan yang terjadi ditengah-tengah
masyarakat dalam kurun beberapa waktu terakhir menunjukkan masih
adanya ketimpangan sosial didalam masyarakat sehingga mengusik rasa
keadilan dan menimbulkan gesekan yang sering berakhir dengan
bentrokan antar masyarakat dengan pemerintah maupun antar
masyarakat itu sendiri. Negara Indonesia adalah Negara hukum artinya
setiap sendi kehidupan dalam berbangsa dan bemegara serta tingkah
laku setiap warga Negara Indonesia di atur dan diawasi oleh hukum, Hal
ini di pertegas dengan di tunjuknya pancasila dan Undang-undang dasar
1945 sebagai dasar Negara Indonesia.

Hukum yang mempunyai posisi yang sangat dominan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mempunyai dua sifat,
yaitu:

1. Bersifat imperative, yaitu secara a8’ priori wajib ditaati, kaidah ini tidak
dapat dikesampingkan oleh suatu keadaan atau situasi tertentu hanya
karena suatu perjanjian.

2. Bersifat fakultatif, yaitu tidak secara a'prion, tidak wajib ditaati atau

tidak mengikat atau dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian.



Menurut Achmad Ali (2002; 72), hukum yang berada di tengah-
tengah masyarakat, mempunyai tujuan yang dapat dikaji melalui tiga
sudut pandang, yaitu:

a. Dari sudut pandang ilmu hukum ﬁusitif—nm‘matif atau yuridis dogmatis,
bahwa tujuan hukum di titik beratkan pada kepastian hukumnya.

b. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum di titik
beratkan pada segi keadilan.

c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum di titik

beratkan pada segi kemanfaatannya.

Banyaknya kasus sengketa pertanahan yang terjadi ditengah-
tengah masyarakat baik yang terjadi antara masyarakat dengan
pemerintah mapun antar masyarakat itu sendii menunjukkan masih
rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang baik. Tanah ataupun lahan
yang secara turun temurun diwariskan leluhur kepada keturunannya
hanya dilengkapi dengan bukti seadanya, sekedar lisan bahkan terkesan
sangat minim karena sudah tidak berupa akta atau bukti otentik (rincik).
Situasi seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat maupun
oknum tertentu, sehingga penyerobotan tanahflahan dilakukan dengan
membuat atau menggunakan akta maupun surat palsu, Dalam
masyarakat banyak terjadi kasus-kasus kejahatan pemalsuan yang dapat
diketahui oleh media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu,

masyarakat pada umumnya penting juga untuk mengenal perihal bentuk



kejahatan pemalsuan ini, khususnya kejahatan mengenai pemalsuan

surat hak atas tanah. Kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik dan

benar ditengah masyarakat jika pelaksanaannya dilengkapi dengan
aturan perundang-undangan serta kewenangan-kewenangan dalam
bidang penegakan hukum.

Seperti apa yang diterangkan dalam Memorie van Toelichting (MvT),
pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan
(misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) didasarkan pada pemikiran
bahwa:

1. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-
perbuatan yang pada dasamya sudah mengandung sifat terlarang
(melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi
pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak
dinyatakan dalam UU.

2. Di samping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat
terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah
perbuatan itu dinyatakan dalam UU. (PAF Lamintang, 1983:193-200).

Pemikiran yang demikian tergambar dari istilah rechisdelicten untuk
kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan perfama, dan wetsdelicten
untuk menyebut pelanggaran sebagaimana dimaksudkan kedua, pada
kenyataannya berupa tindak pidana yang lebih berat daripada

pelanggaran.



Teranglah bahwa bagi kejahatan pada dasamya sifat terlarangnya
atau tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat,
sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam UU.

Kejahatan-kejahatan yang dimuat dalam Buku 2, digolong-
golongkan dalam bentuk-bentuk tertentu, yang pada pokoknya didasarkan
pada kepentingan hukum yang dilanggar/dibahayakan oleh perbuatan itu,
(Satochid Kertanegara:6).

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh
UU, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar,
yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen);

2. Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maalschappelike
belangen),

3. Kepentingan hukum negara (staatbelingen).

Walaupun dapat dibedakan dalam 3 kelompok kepentingan hukum,
namun ada kalanya suatu kepentingan hukum dapat dimasukkan ke
dalam lebih dari satu golongan kepentingan hukum tersebut. Seperti
kejahatan pada pemalsuan mata uang dan uang kertas. Perkosaan atau
pelanggaran terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan pada uang
dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah, tidak saja
berupa pelanggaran atau penyerangan terhadap kepentingan hukum

masyarakat tetapi juga terhadap kepentingan hukum negara.



Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan
pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur
ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu
tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya
bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku 1l KUHP

dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

-

. Kejahatan sumpah palsu (Bab 1X);

2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);

3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan,
sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bemegara,
sering bahkan selalu berhubungan dengan objek-objek tersebut diatas,
terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu
kepercayaan atas kebenaran dari objek-objek itu. Oleh karena itu, atas
kebenaran dari objek-objek itu harus dijamin. Jika ftidak, dapat
menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat Penyerangan terhadap
kepercayaan atas kebenarannya adalah perbuatan yang patut dipidana,
yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau
menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa

penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu
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perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari objek . _ . - ’

objek itu.

Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya 'bagi
perlindungan atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran terhadap
sesuatu: keterangan diatas sumpah, atas sebagai alat pembayaran,
materai dan merek, serta surat-surat. Karena kebuluhan hukum
masyarakat terhadap kepercayaan atas kebenaran pada objek-objek tadi,
maka UU menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi dengan
cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan tadi sebagai suatu
larangan dengan disertai ancaman pidana.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan membahas tentang Delik
pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah palsu (Studi Kasus
Putusan No.242/ pid B/ 2008 / PN. Sungguminasa), sesuai dengan
Undang-undang yang berlaku. Maraknya konflik pertanahan yang terjadi
ditengah masyarakat disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap
aparat yang berwenang telah pudar, karena masyarakat yang terlibat
konflik menganggap proses penyelesaian sengketa itu terlalu berlarut-larut
sehingga menyulitkan pihak yang berkepentingan itu sendiri, akhimya
banyak dari mereka mengambil jalan pintas menyerobot hak orang lain
yang berupa lshan atau tanah dengan berbekal surat yang telah
dipalsukan, pada akhirnya berujung bentrokan antara kedua belah pihak,
bahkan tak jarang pihak yang bertikai masih terikat hubungan keluarga,

Peran serta pemerintah setempat diharapkan dengan menyosialisasikan
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I
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pentingnya bukli kepemilikan resmi hak atas tanah untuk menumbuhkan
kesadaran kepada masyarakat luas, bahwa ada hak-hak yéng dilindungi
keberadaannya oleh Undang-Undang dan wajib dihargai oleh setiap
orang, sehingga dapat meminimalisir dengan sendirinya konflik-konflik
pertanahan yang akan terjadi di masa akan datang. Dari semua hal
tersebut diatas, dapat dilihat dan dikaji lebih lanjut tentang delik
pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah pada khususnya, dan
surat palsu pada umumnya. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dapat meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat hak atas tanah yang
marak terjadi sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku
dalam upaya pemberantasan tindak pidana delik pemalsuan dan
penggunaan surat hak atas tanah palsu di wilayah Hukum Sulawesi

Selatan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka
rumusan masalah sebagai berikut
1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara
MNo.242/Pid B/2008/ PN. Sungguminasa 7.
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam

Menjatuhkan Putusan Perkara No.242/Pid B2008/PN.

Sungguminasa?,



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan
Perkara No.242/Pid Bf2008/ PN. Sungguminasa .
b. Menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam
Menjatuhkan  Putusan Perkara No.242/Pid  B/2008/PN.

Sungguminasa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan
pertimbangan bagi kelangan akademisi hukum dan kalangan
praktisi hukum dalam penanganan tindak pidana delik pemalsuan
dan penggunaan surat hak atas tanah palsu yang dilakukan
institusi Pengadilan Negeri Sungguminasa.

b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang
penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum khususnya pada ruang lingkup Pengadilan Negeri
Sungguminasa dalam menangani kasus delik pemalsuan dan
penggunaan surat hak atas tanah palsu yang terjadi di masyarakat.

¢. Dengan penulisan ini hendaknya dapat dijadikan bahan pustaka
dalam hal pengembangan penulisan selanjutnya tentang tindak
pidana delik pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah

palsu di Indonesia.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian
1. Delik dan Unsur-Unsur Delik

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-
kadang juga delficf, yang berasal dari bahasa latin defictum. Hukum pidana
negara-negara anglo-saxon memakai istilah offense atau criminal act
untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada
Wvs Belanda, maka istilahnya pun sama yaitu strafbaar feit itu kedalam
bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah
perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu.
Utrecht menerjemah istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama
dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga
memakai istilah peristiwa pidana.

Moeljatno menaolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa
itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu
kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.. Hukum pidana tidak
melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang yang mati karena
perbuatan orang lain.

Sekarang ini semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak
pidana, seperti Undang-Undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-Undang

Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dst. Istilah



tindak pidana itupun tidak disetujui oleh Moeljatno, anf_tEra lain dikatakan
bahwa “Tindak® sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-
undangan yang ;mmakai kata "Tindak Pidana” baik dalam pasal-pasalnya
sendiri maupun dalam penyelesaiannya, hampir selalu memakai pula kata
“Perbuatan”.

A.Z Abidin mengusulkan pemakaian istilah “Perbuatan Kriminal®,
karena “Perbuatan Pidana" yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang
tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu *Perbuatan” dan
"Pidana®, sedangkan fidak ada hubungan logis antara keduanya.
Jadi,meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya
rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “Tat’
(perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk
menerjemahkan kata “feit”, dalam behasa Belanda itu. Tetapi A.Z Abidin
menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang
umum dipakai oleh para sarjana yaitu Delik (dari bahasa Latin Defictum).
Memang jka kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah
“Delik” disamping istilahnya sendiri seperi Roeslan Saleh disamping
memakai "Perbuatan Pidana” juga memakai istilah "Delik”, begitu pula
Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah "Tindak Pidana” juga
memakai istilah “Delik”.

Di Negeri Belanda dipakai istilah Feit dengan alasan bahwa istilah
itu, tidak meliputi hanya perbuatan { handelen), tetapi juga pengabaian

(Nalaten). Pemakaian istilah feit pun dikritik oleh Van der Hoeven, karena
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katanya yang dapat di pidana ialah pembuat bukan feif itu. Senada
dengan itu, Van Hemel mengusulkan istiah Strafwaardig Feit (
Strafwaardig artinya patut dipidana). Oleh karena itu, Prof. Mr.
Hazewinkle-Suringa mengatakan istilah Delict kurang dipersengketakan,
hanya karena istilah “Strafbaar Feit” itu telah biasa dipakai.

Moeljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat di
samakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan strafbaar feit, yang
meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya, criminal act itu berarti
kelakuan dan akibat, yang disebut juga actus reus. Berdasarkan
keterangan diatas, maka istilah delik merupakan definisi yang netral.

Pada hakekatnya, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas
unsur-unsur lahir oleh karena adanya perbuatan, yang mengandung
kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian
dalam alam lahir.

Yang merupakan unsur-unsur delik atau elemen perbuatan pidana,
ialah:

a. Kelakuan dan akibat ( = perbuatan )

b. Hal ikhwal atau atau keadaan yang menyertai perbuatan.

¢. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak

terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira perbuatan tersebut

lalu tidak melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi



sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak periu

untuk dinyatakan tersendiri.

2. Surat Palsu

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah
pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan
pemalsuan surat ditujukan pada perlindungan hukum terhadap
kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.

Surat (geschriff) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya
terdapat kalimat yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang
mengandung/ yang berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat
berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer,
dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat
palsu (membuat palsulvalschelik opmaaken sebuah surat) adalah
membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu
artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak
sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu
demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (intelectuale
valschheid);

2) Membuat sebuah surat yang seoclah-olah surat itu berasal dari
orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang
demikian ini disebut dengan pemalsuan materil (materiale

valschheid). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada
asalnya si pembuat surat.
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Di samping isi dan asalnya, sebuah surat dikatakan sebagai surah
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palsu apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi
dalam hal misalnya:

1) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada
orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau fiktif

(dikarang-karang),

2) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan
persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengaj-'l
menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini temyata dari suatu arrest
HR (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan
menandatangani suatu suart ialah membubuhkan stempel tanda
tangannya (Soenarto Soerodibroto, 1994:154),

Sedangkan perbuatan memalsu (vervalsen) surat adalah perbuatan
mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang fidak berhak
atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi
berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan
perubahan itu isinya menjadi benar ataukah tidak, bila perbuatan
mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat
telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat
surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan dapat
terjadi pada sebagian atau seluruh isi surat. Misalnya, pembuat dan yang

bertandatangan dalam surat bernama Parikun, diubah tandatangannya

menjadi tandatangan orang lain yang bernama Panirun.
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Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan
memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat,
sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat surat
yang sebagian surat atau seluruh isi surat bertentangan dengan
kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh
perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan
surat palsu atau surat tidak asli,

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum
perbuatan ini dilakukan sudah ada surat yang disebut surat asli. Kemudian
terhadap surat asli ini, terhadap isinya ( termasuk tandatangan dan nama
si pembuat asli ) dilakukan pembuatan memalsu yang akibatnya semula
benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan
bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan
surat yang dipalsu.

Maka berdasarkan keterangan di atas, surat palsu merupakan satu
lembaran kertas yang isinya mengandung kalimat dan huruf yang berasal
dari buah pemikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan
tangan, mesin ketik, print komputer, alat cetak, dan alat lainnya dimana
sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau bertentangan dengan yang

sebenarnya.

3. Surat Hak Atas Tanah
Disebabkan cleh perkembangan perekonomian yang pesat dan

banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, misalnya jual
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beli, sewa menyewa, pembebanan hipotik atas tanah yang dijaminkan
karena adanya pemberian kredit, maka oleh pembuat UUPA dianggap
perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang
agraria.

Oleh karena itu, didalam pasal 19 UUPA diperintahkan kepada
pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah
republik Indonesia.

Yang dimaksud kewajiban mendaftarkan tanah menurut UUPA
adalah:

1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.

2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah

tersebut.

3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat.

Dengan demikian, maka pendaftaran ini akan menghasilkan peta-
peta pendaftaran, surat-surat ukur (untuk kepastian tentang letak, luas,
dan batas tanah), Keterangan dari subyek yang bersangkutan (untuk
kepastian tentang siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan),
stalus daripada haknya, serta beban-beban apa yang berada di atas
tanah hak tersebut dan yang terakhir menghasilkan sertifikat di mana
penda-ﬁaran ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum,

Surat hak atas tanah atau sertifikat tanah ialah salinan dari buku
tanah gan salinan darni surat ukur yang kemudian dijilid meniadi satu dan

cibert sampui yang bentuknya kemudian ditetapkan oleh menter dalam

negeri yany menunjukkan suatu hak milik atas tansh yaitu hak tuirun



temurun, terkuat dan terpenuhi, dengan mengingat fungsi sosial atas
tanah. Serifikat tanah itu kemudian berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat atas pemegangan sebidang tanah. Kuat disini mengandung arti
bahwa sertifikat tanah itu tidaklah merupakan alat bukti yang mutlak satu-
satunya, jadi sertifikat tanah menurut sistem pendaftaran tanah yang
dianut UUPA masih bisa digugurkan/ dibatalkan sepanjang dapat
dibuktikan dimuka Pengadilan Negeri bahwa sertifikat tanah yang

dipersengketakan itu adalah tidak benar.

4. Delik Pemalsuan dan Penggunaan Surat yang Berkenaan dengan
Tanah.

Berdasarkan penjelasan dari materi yang telah dipaparkan diatas,
maka dapat ditarik suatu defenisi bahwa delik pemalsuan dan
penggunaan surat yang Berkenaan dengan tanah merupakan suatu tindak
pidana yang dilakukan oleh satu orang ataupun lebih tanpa memiliki
ataupun diberikan kewenangan oleh orang yang berhak melakukan
perbuatan mengubah maupun menggunakan sebagian atau seluruh isi
surat yang Rerkenaan dengan tanah tersetut yang beriaku sebagai aiat
pembuktian yang kuat dan sah atas kepemilikan sebidang tanah dimana
hak tersebut dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang yang berlaku
tanpa memandang anakah isinve Blah memad benar staupun tidak |
dimana prang yang tidak berhak tersebut mempergunakan surat palsu ini

untuk memperoleh keuntungan namun mendatangkan kerugian bagi pinak

b2,
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B. Delik Pemalsuan Surat
1. Jenis Delik Pemalsuan Surat
Pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam Bab XII
buku Il KUHP. Dari Pasal 263 sampai dengan pasal 276 yang dapat
dibedakan menjdi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni :
1) Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat
(Pasal 263)
2) Pemalsuan surat yang diperberat ( Pasal 264)
3) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal
266)
4) Pemalsuan surat keterang dokter ( Pasal 267, 266)
5) Pemalsuan surat-surat tertentu ( Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271)
6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik ( Pasal 274)

7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No. 359 jo.

429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan

lentang ketentuan dapat dijstuhkannya pidana tambahan berupa

penjatuhan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4 bagi kejahatan

pemalsuan surat.

1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa

pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat

dalam Pasal 263, yang rumusannya adalah sebagai berikut,
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a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu
hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6

tahun.

b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,

2) Pemalsuan Surat Yang Diperberat (Pasal 264)

- Pasal 264 merumuskan sebagai berikut.

(1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
tahun, jika difakukan terhadap:

a.
b.

C.

d.

2.

Akta-akta otentik;

Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum:

Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang
dari suatu perkumpulan ,yayasan, perseroan atau maskapai:
Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang
dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk
diedarkan:

(2) Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan
sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang
Isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan
tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan

kerugian.

Hal yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal

264 diatas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu

yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang vyang

mengandung Kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya,

Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi
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daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih
besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah
yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

3) Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik
(Pasal 266)
- Pasal 266 merumuskan sebagai berikut.

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam
sualu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya
harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah
keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika
pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana
penjara paling lama 7 tahun;

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan
sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan
kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan
kerugian.

4) Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, Pasal 268)

Pemalsuan surat keterangan dokter dimuat dalam Pasal 267

dan Pasal 268,
- Pasal 267 merumuskan sebagai berikut:

(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat
keterangan palsu tentang ada atau tidaknya suatu penyakit,
kelemahan atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 tahun,

(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan
seseorang kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya
disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan,

(3) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan
sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya
sesuail dengan kebenaran,

- Pasal 268 merumuskan sebagai berikut



(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat
keterangan dokier tentang ada atau tidak adanya suatu
penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk
menyesatkan penguasa umum atau penanggung, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan
maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar
atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu,

5) Pemalsuan Surat-surat Tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
Pemalsuan surat yang dimaksudkan ini adalah kejahatan yang
dirumuskan dalam Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271.
- Pasal 269 merumuskan sebagai berikut,

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat
keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan. Kemiskinan,
kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untk memakai
atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima
dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan
pertolongan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
tahun 4 bulan,

(2) Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa yang dengan
sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang
dipalsukan tersebut daam ayat pertama, seolah-olah surat itu
asli dan tidak dipalsu.

- Pasal 271 merumuskan sebagai berikut,

(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar
bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh memberi surat serupa itu
atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu,
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat itu seclah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan
sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan
tersebut pada Ayat ke-1, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan
atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,

6) Memalsu Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (Pasal 274)
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tersebut pada Ayat ke-1, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan
atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

6) Memalsu Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (Pasal 274)
Kejahatan vyang dimaksudkan dalam kejahatan yang
dirumuskan dalam Pasal 274 adalah:

a. Barangsiapa membuat palsu atau memalsu surat keterangan
seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau
hak lainnya atas sesuatu benda, dengan maksud untuk
memudahkan penjualan atau penggadaianannya atau untuk
menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya,
dipidana dengan pidana penjara palin lama 2 tahun.

b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsipa dengan maksud
tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah asli dan tidak
dipalsukan.

7) Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (Pasal 275)
- Pasal 275 merumuskan sebagai berikut.

(1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya
bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan
berdasarkan Pasal 264 Mo.2-5, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 8 bulan atau pidana denda paling banyak

Rp.4.500,-.
(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

2. Unsur-unsur Delik Pemalsuan Surat

Pemalsuan Surat Pada Umumnya (Pasal 263).

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing
dirumuskan pada Ayat (1) dan (2).

Rumusan pada ayat ke (1) terdin dari unsur-unsur sebagai berkut;

a. Unsur-unsur objektif:
1) Perbuatan:
a) membuat palsu;
b) memalsu.



3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut,
b. Unsur Subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang
lain memakai seclah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
Sedangkan Ayat (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.
a. Unsur-unsur objektif:
1) Perbuatan memakai.
2) Objeknya :
a) surat palsu;
b) surat yang dipalsukan;
3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Pemalsuan Surat Yang Diperberat [Pasal 265)

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar
terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan
kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula. Dua kejahatan
yang dirumuskan dalam Pasal 264 yang masing-masing dirumuskan
dalam ayat (1) dan (2).

Kejahatan pada ayat 1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Semua unsur baik bersifat objektif maupun subjektif Pasal 263
2. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa objek
surat-surat tertentu. ialah:
a. Akta-akta otentik
b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari;
1) Suatu negara;
2) Bagian negara;
3) Suatu lembaga umum;
€. 1) Surat sero;
2) Surat utang dari suatu perkumpulan:
3) Surat dari suatu yayasan;
4) Surat utang dari suatu perseroan;
5) Surat utang dari suatu maskapai.
d. 1) Talon, tandabukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat-
surat pada butir b dan c diatas;
2) Tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu:
3) Surat-surat kredit;
4) Surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
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Sedangkan unsur-unsur kejahatan yang terdapat dalam ayat (2)
adalah sebagai berikut,

1. Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan: memakai;
b. Objeknya surat-surat tersebut yang terdapat pada ayat (1);
c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
2. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik
(Pasal 266).

Ada dua kejahatan dalam Pasal 266, yaitu masing-masing
dirumuskan pada ayat (1) dan (2).
- Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan: menyuruh memasukkan;

b. Objeknya: keterangan palsu;

c. Ke dalam akta otentik;

d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan
dengan akta itu;

e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

2. Unsur subjektif. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
memakai seolah-olah keterangan itu telah sesuai dengan kebenaran,
- Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut,
a. Unsur-unsur objektif: a. Perbuatan: memakai; b, Objeknya: akta
otentik tersebut ayat (1), c. Seolah-clah isinya benar;
b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur

sebagai berikut.

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, yang memuat tentang
apa (objek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang
disuruh masukkan ke dalamnya adalah berasal dari orang yang
menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta atentik;

2. Dalam hubungannya dengan asal inisiatif dari orang yang meminta
dibuatkan akta otentk, dalam perkataanfunsur menyuruh
memasukkan berarti itu dalam kenyataanya ia memberikan
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keterangan-keterangan tentang sesuatu, hal-hal mana adalsh
bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan
yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan
keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.

4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal
tidak benamya keterangan tentang sesuatu hal itu, tidak dapat
dipertanggung jawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan
akta otentik yang isinya palsu itu, maka ia tidak dapat dipidana.

Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, Pasal 268)

Rumusan Pasal 267 tersebut memuat 3 kejahatan, yakni masing-
masing pada Ayat (1), (2) dan (3).
- Ayat Ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:
1) Subjek hukumV petindak: seorang dokter:
2) Pebuatan:memberikan;
3) Objeknya:surat keterangan palsu;
4) lIsi surat: keterangan palsu tentang:
a) ada tidaknya penyakit;
b) ada tidaknya kelemahan;
c) ada tidaknya kecacatan;
Unsur subjektif: dengan sengaja.
- Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.
1. Semua unsur pada Ayat ke (1)
2. Unsur subjektif: maksud untuk:
a. Memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa;
b. Menahannya dirumah sakit jiwa;

- Ayat ke (3) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan :memakai;
b. Seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
¢. Objeknya surat keterangan dokter palsu;

2. Unsur subjeldif: dengan sengaja.

3.
Dalam rumusan Pasal 268 ada 2 kejahatan, masing-masing pada

ayat ke (1) dan ayat ke (2).

- Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut,



a. Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan :
a) membuat secara palsu;
b) memalsu;

2) Objeknya : surat keterangan dokter:

3) Isi surat tentang:
a) ada tidaknya penyakit:
b) ada tidaknya kelemahan;
c) ada tidaknya kecacatan:

b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menyesatkan
1) penguasa umum

2) penanggung.
- Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

a. Unsur-unsur objektif:
1) Perbuatan:memakai
2) Objeknya: surat keterangan dokter
(a) yang dibuat secara palsu dan,
(b) dipalsu.
b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk:
(@) menyesatkan penguasa umum
(b} menyesatkan penanggung

Pemalsuan Surat-surat Tertentu (Pasal 269,Pasal 270, Pasal 271)

Dalam Pasal 269 ada 2 kejahatan, yaitu masing-masing pada Ayat

(1) dan (2).
- Ayat ke (1) mempunyai unsur- unsur sebagai berikut.

a. Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan:
a) membuat secara palsu;
b) memalsu;

2) Objeknya;
a) surat keterangan tanda kelakuan baik:
b) surat keterangan tanda kecakapan;
¢) surat keterangan tentang kemiskinan;
d) surat keterangan tentang kecacatan:
g) surat keterangan tentang keadaan lain:

b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

orang lain memakai agar:
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1) Dapat diterima dalam pekerjaan
2) Dapat menimbulkan kemurahan hati
3) Dapat diberinya pertolongan.

- Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

a. Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan: memakai:

2) Seolah-olah asli dan tidak dipalsukan:

3) Objeknya: surat keterangan pada Ayat (1 )
b. Unsur-unsur subjektif: dengan sengaja.

Ada kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 270, yakni dua pada

Ayat (1) dan satu pada Ayat (2).

Kejahatan pertama Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai

berikut.

a.

Unsur objektif:

1) Perbuatan:
a) membuat secara palsu;
b) memalsu:
2} Objeknya:
a) Surat jalan atau penggantinya;
b) Kartu keamanan;
c) Surat perintah jalan;
d) Surat yang menurut UU tentang pemberian izin bagi orang
asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia.

b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
memakai seolah-olah asli dan tidak dipalsu.
Kejahatan kedua pada Ayat ke (1), mempunyai unsur-unsur
sebagai berikut.
a. Unsur-unsur objektif:
1) Perbuatan: menyuruh memberikan;
2) Objeknya: surat-surat tersebut (Ayat ke-1) atas:
a) nama palsu;
b) nama kecil yang palsu;
¢) dengan menunjuk pada keadaan yang palsu;
b. Unsur subjektif. dengan maksud untuk memakai atay menyuruh

memakai seclah-clah isinya sesuai dengan kebenaran.



b.

Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif-
1) Perbuatan: memakai:
2) Objeknya:
a) Surat yang isinya tidak benar dan
b) Surat yang dipalsu pada Ayat (1)
Unsur subjektif: dengan sengaja.

Kejahatan pada Pasal 271 ini serupa dengan Pasal 270, dalam arti

ada 3 kejahatan, dua dirumuskan dalam Ayat ke (1) dan satu ke dalam

Ayat ke (2). Kejahatan pertama dalam Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur

sebagai berikut.

a.

Unsur-unsur objektif:
1) Perbuatan:
a) membuat surat palsu;
b) memalsu;
<) Objeknya: surat pengantar kerbau dan sapi;
Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Kejahatan kedua pada Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai

berikut.

Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan: menyuruh member! surat:

2) Objeknya: surat pengantar kerbau dan sapi;

3) Atas nama palsu atau menunjuk ke suatu keadaan yang palsu;
Unsur subjektif. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
memakai surat- surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Sedangkan kejahatan 3 (Ayat kedua) mempunyai unsur-unsur

sebagai berikut.

a.

Unsur objelkdif:
1) Perbuatan memakai;
2) Objeknya: surat pengantar kerbau dan sapi yang palsu atau

dipalsu,

b. Unsur subjeklif dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

memakai surat tersebut seclah-olah isinya benar,
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Ada dua kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 274 yakni dalam

ayat (1) dan (2).

- Ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

a.

Unsur-unsur objekiif:

1) Perbuatan:
a) Membuat palsu;
b} Memalsukan:

2) Objeknya: surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah
tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda.

Unsur subjektif: dengan maksud:

a) Untuk memudahkan penjualannya;

b) Untuk memudsahkan penggadaiannya;

¢) Untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang
asalnya benda.

- Ayat (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

a,

Unsur-unsur objektif

1) Perbuatan: memakai:

2) Objeknya: surat-surat keterangan Ayat (1);

Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai surat tersebut
seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

Rumusan Pasal 275 tersebut terdiri atas unsur-unsur sebagai

berikut.

4. Unsur-unsur objekif:
1) Perbuatan: menyimpan;
2) Objeknya:

a) benda;
b) bahan;

3) Yang digunakan melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 264

No. 2-5;

b. Unsur subjekiif: yang diketahuinya untuk melakukan salah saty
kejahatan dalam Pasal 264 No. 2-5.
1) Objek kejahatan adalsh benda atau bahan.
2) Pengetahuan petindak tentang hal tersebut adalah unsur subjektif



C. Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilsh hukuman dan
pidana yang dikenal dalam bahasa hanya satu untuk keduanya yaitu,
straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi,
baik perdata, pidana, administratif, disiplin. Sedangkan istilah pidana
diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana merupakan  karakteristik  hukum pidana vyang
membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada
umumnya timbul pertanyaan mengenai berapa besar jika ada tergugat
telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang
sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana,
seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa
yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum
{pidana).

Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak meluly dicapai
dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat
berupa tindakan-tindakan pengamanan. Periu pula dibedakan antara
pengertian pidana dengan tindakan (maafrege).

Pidana dipandang suatu nestapa yang dikenakan pembuat karena
melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir, tetapi tujuan
terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dengan tindakan karena

lindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir



pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat.
Sama halnya jika seorang dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya
ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk. Pengertian lainnya
gari pidana adalah bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang
banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara
kepada pembuat delik (Prof. Roeslan Saleh S.H.: 1962). Dirumuskan pula
bahwa hukum (R. Soesilo, 1974:30) adalah suatu perasaan tidak enak
(sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-
orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jadi dalam hukum
kita yang menganut asas praduga tak bersalah (presumption of
innocence). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus
berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya
perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka

tersangka harus dibebaskan.

2. Teori-Teori Pemidanaan
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini,

namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan

besar, yaitu:

a. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.
Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat

dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain
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Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi
pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari
penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik kepada din
penjahat maupun masyarakat, Menjatuhkan pidana pidana tidak
dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud
salu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua
arah, yaitu;

1) ditujukan pada penjatuhannya (sudut subjektif dari pembalasan).
2) ditujukan untuk memenuhi kepuasaan dari perasaan dendam
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang
adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai
berikut.

1) Pertimbangan Dari Sudut Ketuhanan
Adanya pandangan dar sudut keagamaan bahwa hukum adalah
suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan
melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia
ini. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan
hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum waijib dibalas
setimpal dengan dengan pidana terhadap pelanggamya. Pandangan

berdasarkan sudut ketuhanan ini dianut oleh Thomas Van Aquino

Stahl, dan Rambonet,



2) Pandangan dari Sudut Etika

3)

b3

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant yang man}ratakan. |
bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu
pidana. Menjatuhkan Pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh
keadilan etis merupakan syarat eftika. Pemerintahan negara
mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam
rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut.
Pembalasan melalui melalui penjatuhan pidana ini harus dilakukan
pada setiap pelanggar hukum walaupu tidak ada manfaat bag!
masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan ini
berdasarkan pada etika, maka teori Kant ini disebut dengan ‘de
etische verge/dings theone",
Pandangan Alam Pikiran Dialekiika

Pandangan ini berasal dari pemikiran Hegel yang dikenal dengan
teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada didunia ini. Atas
dasar pemikiran ini, pidana yang mutlak harus ada sebagai reaksi dari
setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan
(sebagai these). Jika seseorang melakukan kejahatan atau
penyerangan terhadap Eaadilan, _I:-erarti ia mengingkari kenyataan
akan adanya hukum (anti-these). Oleh karena itulah harus dilkuti oleh
suaty pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (synthese)
untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya

hukum (these). Karena pandangan Hegel ini didasrkan pada alam
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4)

3)

dialektika, teorinya disebut dengan "de dialektische vergeldeings
theorig".
Pandangan Aesthetica dari Herbert

Pandangan yang berasal dari Herbart ini ini berpokok pangkal
pada pikiran bshwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan
menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan
masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica
harus dibalas penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat
pelakunya. Setimpal artinya pidana harus dirasakan sebagai
penderitaan yang sama berat atau sama besarnya dengan penderitaan
korban atau masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu. Karena
pandangan Herbart ini didasarkan pada Aesthetica, disebur dengan
“de aesthetica theorie”.
Pandangan dari Heymans

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut
Heymans didasarkan pada niat pelaku. la menyatakan bahwa “setiap
niat yang fidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak
diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan
tidak perlu diberikan kepuasan”. Tidak diberi kepuasan ini berupa
penderitaan yang adil Segala sesuatu yang bertentangan dengan
kesusilaan tidak boleh dicapai orang, dan atas dasar inilah Heymans
menerangkan unsur pembalasan dalam pidana dengan memberi

pembalasan pada penjahat Menurut Leo Polak, pandangan Heymans
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6)

ini ini tidak bersifat membalas pada apa yang telah terjadi, tetapi
penderitaan itu lebih bersifat pencegahan (preventif). Teor ini
bukanlah teori pembalasan sepenuhnya.
Pandangan dari Kranenburg

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena ia telah
mengemukakan  mengenai pembagian  syarat-syarat  untuk
mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-
tiap anggota masyarakat mempunyai suatu keuntungan yang sama
dan sederajat. Akan tetapi, mereka yang sanggup mengadakan syarat
istimewa akan juga mendapat keuntungan dan kerugian istimewa. Tiap
orang akan mendapat keuntungan dan kerugian sesuai dengan syarat-
syarat yang teriebih dahulu diadakannya untuk mendapakan
keuntungan atau kerugian fersebut Berdasarkan pemikiran yang
semacam inilah, bila seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia
membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudahlah
seimbang bahwa penjahat itu diberi penderitasn istimewa yang

besarnya sama dengan besamya penderitaan yang lelah dilakukannya

terhadap orang lain itu.

Teori Relatif atau Teori Tujuan
Teari relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa

pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam
masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk

memberi tekanan atau pengaruh kejiwaan bag! setiap orang untuk
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takut melakukan kejahatan, Ancaman pidana menimbulkan suatu

kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan

kejahatan,

Teori Feurbach ini walaupun pada masa itu merupakan teori yang

lebih maju yang sifatnya menentang teori yang menakut-nakuti dengan

melalui eksekusi yang kejam seperti penyiksaan-penyiksaan yang

dilakukan di muka umum sehingga melampui batas perikemanusiaan,

tetapi teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut.

a)

b)

c)

Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan
dipidana dan menjalaninya, perasaan takut terhadap ancaman
pidana itu menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi
hilang.

Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu dapat tidak
sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana diketahi
bahwa ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang
dijatuhkan adalah yang bersifat konkret. Untuk terlebih dulu
menantukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu
agar sesual dengan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana tertentu itu merupakan sesuatu hal yang sukar.

Orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau juga yang tidak
mengetahui perihal ancaman pidana itu, sifat menakut-nakutinya

menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.
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1) Teori Pencegahan Umum

Karena adanya kelemahan teori Feurbach ini, maka timbullah teori
pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakut itu pada
ancaman pidana dalam UU Maupun tidak pada eksekusi yang kejam yang
ditentang oleh Feurbach, melainkan penjatuhan pidana secara konkret
cleh Hakim pada penjahat. Teor pencegahan umum pada penjatuhan
pidana ini dipelopori oleh Muller.

Menurut Muller, pencegahan kejahatan bukan pada eksekusi yang
kejam maupun penjatuhan ancaman pidana, tetapi pada penjatuhan
pidana inkonkrito oleh Hakim, Dengan tujuan member! rasa takut pada
penjahat tertentu, Hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang
beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya agar penjahat serupa
lainnya menjadi shock, terkejut, kemudian menjadi sadar bahwa

perbuatan seperti itu dapat dijatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut

untuk melakukan perbuatan yang serupa.

2) Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan Khusus ini lebih maju jika dibandingkan teori
pencegahan umum. Menurut teori ini, fujuan pidana mencegah pelaku
kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lag! melakukan
kejahatan, dan mencegah agar orang yang memiliki niat buruk untuk tidak
mewujudkan perbuatannya itu kedalam perbuatan nyata. Tujuan itu dapat

dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam,

yaitu:



1. menakut-nakutinya:
2. memperbaikinya, dan
3. membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus mampu
memberikan rasa takut bag! orang-orang tertentu yang masih ada rasa
takut agar ia tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi
ada juga orang-orang tertentu yang fidak lagl merasa takut untuk
mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya, pidana yang dijatuhkan
pada orang seperti itu haruslah bersifat memperbaikinya. Sedangkan
orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan
padanya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau
bersifat membinasakan.

Pembela teori ini, misalnya Van Hamel (1842-1917), berpandangan
bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan
dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul

dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari

adanya pidana.

Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang

pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus ini. Pidana selalu
dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-

orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui

penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
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Akan tetapi apabila ia tidak dapat ditakut-takuti dengan cara
menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus barsit;at memperbaiki
dirinya (reclasering).

Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki,
penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka
tidak berdaya.

Tujuan satu-satunya dari pidana ini adalah mempertahankan tata tertib
hukum di Indonesia.
3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan
ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat
dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut,

« Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi

pembalasan itu tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan
cukup untuknya dapat dipertahankannya dalam tata tertib

masyarakat.

« Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana

(Schravendijk, 1955,218).

3. Jenis-Jenis Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah

menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dus
pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri

atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis

pidana.
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Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut.
Pidana Pokok meliputi:

1) Pidana Mati

Menarik untuk dipahami adalah jenis pidana mati, yang dalam
Rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana dalam
praktek sering sering menimbulkan perdebatan antara yang setuju dan
tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang setuju dan tidak setuju.
Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun
kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Ada beberapa
pasal didalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar
pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104). Pembunuhan berencana
(Pasal 340), dan sebagainya, Bahkan beberapa Pasal KUHP mengatur
tindak pidana yang diancam pidana mati (R. Soesilo, 1974:31), misainya:
a) Makar membunuh kepala negara, Pasal 104
b) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat

(2);
¢) Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam kadaan
perang. Pasal 124 ayat (3);

d) Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1),
e) Membunuh dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 140 ayat (3)

dan Pasal 340: dan beberapa Pasal lainnya, Diluar KUHP pidana mati

sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (Undang-



undang Nomor 11/pnPs/1963) dan pelaku tindak pidana narkotika
(Undang-undang No. 9 Tahun 1878).

2) Pidana Penjara

Naskah Rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara
ansich juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan :
a) Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu,

misalnya berusia dibawah 18 tahun atau diatas 70 tahun;
b) Pelepasan bersyarat dan sebagainya,
Di bawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan dengan

ketentuan pidana penjara yang dapat menjadiflus constituendum, yaitu

sebagai berikut:

a) Pidana penjara dijatuhkan uniuk seumur hidup atau untuk waktu
tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun
berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum
khusus.

b} Jika dapat dipilih antara pidana mati dengan pidana penjara seumur
hidup, atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang
dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat
dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut. ‘

c) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang
sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman
atau sekarang Menteri Hukum dan HAM dapat mengubah sisa pidana
tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d) Pelepasan bersyarat.
} (1) MF:ﬂeri Kehakiman atau sekarang Menteri Hukum dan HAM dapat

memberi keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah
menjalani setengah dari pidana penjara yang a:fuatuhkan, sekurang-
kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik. _
(2) Dalam pelepasan bersyarat d|lEntukal|:‘| masa percobaan yaitu sisa
waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu
tahun. Adapun syarat syarat yang harus dipenuhi selama masa

arcobaan ialah sebagai barikut: . .
F[:a]l Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.
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(b) Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan
terientu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan
kemerdekaan berpolitik.

(3) Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut
jumlah pidananya dianggap satu pidana.

(4) Pelepasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui
tiga bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan.

(9) Mekanisme yang terkait dengan pelepasan bersyarat adalah
sebagai berikut:

(&) Keputusan Menteri Kehakiman atau sekarang Menteri Hukum
dan HAM ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari
Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas.

(b) Jika terjadi peianggaran terhadap salah satu syarat, maka
Pejabat Pembina memberitahukan hal tersebut kepada Hakim
Pengawas.

(c) Pencabutan pelepasan bersyarat ditetepakan oleh Menteri
Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM atas usul Hakim
Pengawas.

(d) Apabila Hakim Pengawas mengusulkan pencabutan, dapat
memberikan perintah kepada polisi agar terpidana ditahan. Hal
tersebut diberitahukan kepada Menteri Kehakiman atau
sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM.

(e) Penahanan tersebut paling lama 60 hari.

(f) Jika penshanan tlersebut disusul dengan penghentian
sementara wakiu atau pencabutan pelepasan bersyarat,
terpidana dianggap meneruskan menjalani pidana sejak
ditahan.

(g) Selama masa percobaan, pengawasan dan pembinaan
dilakukan oleh Pejabat dari Pembina Departemen Kehakiman
atau Departemen Hukum dan HAM yang dapat meminta
bantuan kepada Pemerintah Daerah, lembaga sosial dan orang

l&ir.

3) Pidana Tutupan/Kurungan

Berlainan dengan pidana penjara pada pidana tutupan hanya dapat

dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP).

a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi
PidEﬁ:El tI:.ItIJPEI"I;

b) Terdakwa yang metakukan tindak pidana karena terdorong oleh

maksud yang patut dihormati.
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Pengecualian terhadap ketentuan diatas adalah jika cara

melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga

terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

4) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang

sebelumnya fidak diatur dalam KUHP (WwvS). Penjatuhan pidana

pengawasan tidak sembarang dapat dilakukan, namun harus memenuhi

persyaratan tertentu. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian

diantaranya adalah sebagai berikut (Rancangan KUHF).

a)
b)
(1)
(2)

(3)

c)

d)

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
tujuh tahun.

Dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan
perbuatannya, dengan syarat-syarat:

Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan |
Terpidana dalam waktu terentu yang lebih pendek dari masa
pidana pengawasan, harus mengganti sebagian atau seluruh yang
timbul atas tindak pidana yang dilakukannya; atau

Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan
perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama
atau kemerdekaan berpolitik. . | |

Pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina dari Departemen
Kehakiman atau Departemen Hukum dan HAM yang dapat minta
bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial atau orang
}:?:;ébat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas
untuk memperpanjang pengawasan apabila terquana, melanggar
hukum. Namun apabila selama pengawasan terpidana berkela_kugn
baik, maka dapat diperpendek masa pengawasannya. Selain itu
Hakin Pengawas dapat mengubah penetapan jangka wakiu
pengawasan seteiah mendengar pendapat dari para pihak.

Apabila terdakwa selama menjalani pidana pengawasan melakukan
tindak pidana dan dijatuni pidana yang bukan pidana mat! atau
bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan berjalan terus.



f) Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara maka pengawasan .-

ditunda dan dilaksanakan kembalj :
ialani mi li setel
menjalani pidana penjara. ah terpidana selessi

5) Pidana Denda
Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain ditetapkannya
Jumiah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat
diangsur. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang
dimaksud adaah sebagai berikut:
a) Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling
sedikit seribu lima ratus rupiah
b) Pidana denda paling banyak berdasarkan kategori, yaitu :
(1) Kategori |, seratus lima puluh ribu rupiah
(2) Kategori I, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
(3) Kategori Ill, tiga juta rupiah;
f.. (4) Kategon IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
(5) Kategori V, tiga puluh juta rupiah;
(6) Kategori VI, tiga ratus juta rupiah.

¢) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih

tinggi berikutnya berikutnya.

d) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak

pidana yang diancam dengan:

e) Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima betas

tahun adalah denda kategori V
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f) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI

g) Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV,

6) Pidana Tambahan

Pidana Tambahan meliputi:
1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu.

3) Pengumuman putusan hakim,

D. Samenloop ( Concursus )

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus
sehingga menimbulkan masalah tentang penempénnya. Kejadian yang
sekaligus atau serentak tersebut disebut samenloop yang dalam bahasa
Belanda juga disebut samenioop van strafbaar feit atau concursus.

limu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk concursus yang

disebut ajaran, yakni sebagai berikut.

a. Concursus idealis (esndadsche samenloop), terjadi apabila
seseorang melakukan safu perbuatan dan ternyata satu perbuatan

tersebut melanggar beberapa ketentuan hokum pidana. .-
Concursus realis (meerdadsche samenloop), apabila seseorang

sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. _

Perbuatan lanjutan ( woorigezefte handeling), terjadi apabila
seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan
diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang
sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus

dianggap sebagai perbuatan lanjutan,

44



Ketiga hal diatas merupakan suatu yang rumit dan dan sering

menimbulkan PEJ‘dEbETHH dalam pﬂl’k_ﬂra p'rdana .AQE‘I‘ lebih jEIEE pEI‘Iu

pembahasan sacara ringi,
1. Concursus idealis.
Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Jika satu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana,
yang dipakai hanya salah salu dari norma pidana ; jika
hukumannya berlainan,yang dipakai adalash rorma pidana yang
ancaman pidananya terberat.

(2) Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana
umum, ada suatu norma pidana khusus, norma pidana khusus ini
saja yang harus dipakai.

Berdasarkan rumusan pasal 63 KUHP tersebut, para pakar
berusaha membuat pengerfian tentang perbuatan (feif). Prof. Mr.

Hazewikel-Suringa menjelaskan arti “perbuatan” yang dimuat dalam pasal

63 KUHP sebagai berikut

“perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang yang

berguna menuirut hokum pidana, yang karena cara melakukan,
atau karena tempatnya , atau karena orang yang melakukannya,
atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan
hukum, yang telah dilindungi oleh undang-undang lain.”

Beberapa contoh dari pendapat Prof. Mr. Hazewinkel-Suringa

diatas diuraikan sebagai berikut. |
1} Seorang guru berbuat cabul dengan muridnya yang masih. dibawah
} urmur. I?te?adian tersebut melanggar tindak pidana perlindungan

terhadap anak dan =alah menggunakan kekuasaan.

na melakukan pemerkosaan dialan umum. Kejadian
@ ?E?:s;ﬁ ﬁalanggar tindak pidana pemerkosaan dan kesusilaan

dihadapan umurm.

Dahulu sampai pada tahun 1932, feit diartikan sebagai perbuatan atau

findakan materiil. Hal ini dapat diketahui dari arrest Hoge Raad, masing-
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masing tanggal 15 oktober 1917, N.J. 1917, halaman 1092, W.10170, dan
tanggal 26 mei 1930, N.J. 1930, halaman 1437, w.12200, yang antara lain
berbunyi sebagai berikut. “Feit itu berarti suatu tindakan dalam art
materiil. Perbuatan bersepeda disebuah jalan yang yang terlarang dan
tanpa memakai sebuah bel itu merupakan suatu tindakan. Demikian
halnya bersepeda kearah yang terlarang dan tanpa memakai tanda
pembayaran pajak sepeda.”

Pendapat Hoge Raad kemudian berubah pada tahun 1932 pada
arrest-arrest sebagai berikut.
a) Arrest tanggal 15 februari, N.J. 1932 halaman 289, W. 12491. Hoge

Raad berpendapat antara lain sebagai berikut.

“ Terdakwa telah mengendarai mobilnya pada wkiu ia sedang
berada dalam keadaan mabuk. Dalam pada itu mobilnya tersebut

tidak dilengkapi dengan dua buah lampu. Yang penting didalam
kenyataan yang pertama itu adalah keadaan terdakwa, sedang

didalam kenyataan yang kedua adalah keadaan mobilnya.
Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai berdiri
sendiri-sendiri. Masing-masing merupakan pelanggaran yang
berdiri sendiri-sendiri dengan sifat yang berbeda-beda. Bahwa dua
kenyataan itu telah timbul pada waktu yang bersamaan bukanlah
sesuatu yang bersifat menentukan. Kenyataan yang satu tidak ada
kaitan dengan kenyataan yang lain. Kenyataan yang satu itu bukan
merupakan suatusyrat bagi timbulnya kenyataan yang lain.
Kenyataan tersebut dapat dlpa_n:_iang kenyataan yang berdirn sendiri
Di sini terdapat concursus realis.

b) Arrest tanggal 13 maret 1933, halaman 837, W. 12592, Hoge Raad
berpendapat, antara lain sebagai berikut.
“Didalam suatu kecelakaan, seorang pengemudi  mobil
menyebabkan matinga Seorang pengendara sepeda dan
menyebabkan seorang lainnya mengalami luka-luka berat pada
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tubuhnya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi itu bukanlah satu

pelanggaran, melainkan perbuatan yang menimbulkan dua akibat

yang terlarang oleh undang-undang. Ini merupakan dua

perbuatan... ... i

Berdasarkan uraian diatas, Hoge Raad menyatakan pendapatnya
terhadap concursus realis. Berdasarkan hal tersebut , dapat disimpulkan
bahwa perbuatan yang satu bukan bagian perbuatan yang lain, perbuatan
yang satu bukan suatu keadaan, dalam mana perbuatan yang lain juga
terjadi, bahwa perbuatan itu tampak dengan nyata tidak tersangkut paut.
Bagi concursus idealis merupakan hal sebaliknya, yakni satu perbuatan
melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal yang demikian, yang
diterapkan hanya satu norma pidana, yaitu yang ancaman hukumannya
terberat. Hal tersebut guna dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan.

Selain itu, Pasal 63 ayat (2) menentukan bahwa jika ada aturan
khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut umumnya
telah mencakup Semua unsur aturan umum ditambah satu atau lebih

unsur lain. Hal ini dapat dilihat, misalnya Pasal 351 KUHP dengan Pasal
356 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut.
Pasal 351 KUHP, berbunyi :

1) Penganiayaan dihukum ...

2} Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, ia dibukum ...

3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, ia dihukum ...
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Pasal 356 KUHP, berbunyi -

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354,dan 355
dapat ditambah dengan sepertiganya:

1.e. Jika si iersale_:h melakukan kejahatan itu kepada ibunya
bﬂpahnya yang sah, istrinya (suaminya), atau anaknya.
2.e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada secrang pegawai negeri pada

;.fakm atau sebab ia menjalankan pekerjaannya yang sah,
H IR

2. Concursus Realis.

Hal ini diatur dalam Pasal 65, Pasal 65, dan Pasal 67 KUHP. Untuk
mencermati hal ini, masing-masing pasal perfu diamati dengan seksama.
Fasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut.

(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan
beberapa kejahatan yang atas ditentukan hukuman pokok yang
sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan. _

(2) Lama yang tertinggi dar hukuman itu adalah jumlah hukuman-

hukuman tertinggi atas perbuatan itu, teteapi tidak boleh lebih dari
hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut.

1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang
( }SEhEQHi pergualan yang berdini sendiri dan mampakgn heherapa
kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok tidak sejenis,
maka setiap hukuman itu dijatunkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh

melebihi hukuman yang tertinggi ditambah sepertiga.
(2)...

e Mengenai concursus realis ( meerdaadsche samenioop ) diberikan

contoh kasus yang pernah terjadi.

Posisi Kasus:

' 33 tahun) pada tahun 1995 sampai dengan 1895,
Eet?;raai:aﬁk{ali telah llnelakukan sodomi dengan beberapa anak
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lelaki berumur sekitar 10-12 tahun. Setelah melakukan sodomi, R

menghabisi nyawa anak-anak -
para korban. tersebut dan meninggalkan mayat

Putusan judex facti ( No. 254/ pid B/ 1996/ PN. Jkt. Pusat dan No
80/ Pid 11997 PT. DK Jhingga Mahkamah Agung { No 1467. K/ Pid!
1997 ) menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan
melakukan perbuatan cabul dengan orang sejenis , yang patut
diduga belum dewasa. Dengan demikian, terdakwa terbukii
melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dalwaan pertama
primair ak; Pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan
berencana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana tentang perbarengan
perbuatan dan dakwaan kedua eks Pasal 292 tentang perbuatan
cabu jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Kemudian Mahkamah
Agung menghukum terdakwa dengan pidana mati.

Dahulu, dalam sistem penghukuman, tidak dilakukan pengurangan.
Sistem demikian disebut dengan kumulasi (cumulatie), artinya
pengumpulan hukuman bagi setiap pelanggaran pidana.

Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP disebut menganut menganut sistem

kumulasi sedang dan Pasal 70 KUHP menganut sistem absorbsi yang
diperkeras. Adapun pelanggaran dengan pelanggaran disebut dengan

*kumulasi murni “.

Pada penerapan “kumulasi muni" terhadap pelanggaran-

pelanggaran, selain berpedoman pada Pasal 70 KUHP, juga harus

diperhatikan Pasal 30 ayat (6) KUHP yang berbunyi sebagai berikut
* Hukuman kurungan cakali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.”

3 . Perbuatan Lanjutan.

Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

|am hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan
iE:.? masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada
sedemikian hubungannya sehingga harus  dipandang
sebagai satu perbuatan yang berfanjut, maka hanya satu

(1)
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3?”’ an hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka
2) ipakai aturan dengan hukuman pokok yang diperberat.

Mr. M.H. Titamidjaja memberi contoh jut i
esbaga backiuk 1 oh perbuatan berlanjut itu
(1) A hendak berzina dengan perempuan B yang telah bersuami: A
melaksanakan maksudnya itu denga beberapa kali berzina
-i:lengan permpuan itu dalam selang waktu yang tidak terlalu
ama.

(2) A yang menguasai kas N.V. tempat ia bekerja , memutuskan
untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas
tersebut. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil
beberapa kali dalam interval wakiu yang tak lama suatu jumiah
tertentu.

Pada memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP

dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan
suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang
berlanjut itu hanya dapat terjadidari sekumpulan tindak pidana yang
sejenis.

2. Eeaihwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu
pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak
akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh
karena :

a) Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus
membuat lebih dari satu keputusan; N

b) Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk
melaksanakannya, pelakunya pasti memeriukan wakiu yang

barbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, para pakar pada
umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut® sebagaimana diatur

dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila, kejahatan atau pelanggaran

tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang,

kejahatan atau pelanggaran itu sejenis, tenggang waktu antara kejahatan

atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian di lapangan, penulis memilih lokasi
pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan pertimbangan bahwa
lokasi tersebut merupakan instansi yang mengawasi, memproses, dan
memutus tindak pidana atau kasus yang di bahas dalam skripsi ini.

B. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini, terdiri dari:

a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik
lisan maupun tulisan.

b. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian yang
berupa angka-angka dari jumlah rekapitulasi data. Sedangkan sumber
data, meliputi:

a) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari
penulis melalui metode wawancara dan hasil pengisian kuisioner
dengan- pihak-pihak yang terkait seperti akademisi, Hakim
pengadilan, korban, serta pihak lain yang ada hubungannya
dengan penulisan skripsi ini.

b) Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung

dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-

oleh pE.'r'FLIIf‘E

undangan, karya tulis, buku-buku, artikel hukum, dan lain-lain.




—r—

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data
dan informasi adalah sebagai berikut:
a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada pihak
pengadilan atau Hakim
b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan
menelusuri atau menelaah buku-buku, dokumen-dokumen dari lokasi
penelitian, perundang-undangan, karya tulis, atau media lain yang ada

hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisis data
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama
proses penelitian baik itu dalam bentuk data primer maupun dalam
bentuk data sekunder, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif

secara deduktif yaitu dengan tetap berlandaskan kepada dasar-dasar

pengetahuan hukum (penalaran dan penafsiran hukum) dan melihat
fenmnma-fénnmana yang sifatnya umum kemudian dijadikan dasar
untuk menganalisis fenomena-fenomena yang sifatnya khusus, untuk

kemudian selanjutnya menarik kesimpulan dan kedua analisis

tersebut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Guna membahas rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam
penulisan skripsi ini, termasuk pada studi kasus yang penulis ajukan
dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor
Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Tanggal 26 Mei 2009 sampai
dengan tanggal 9 Juni 2009.

Sebelum lebih jauh membahas rumusan masalah tersebut, penulis

dapat menjelaskan secara rinci posisi kasus putusan yang dijatuhkan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid.

B/ 2008/PN. Sungguminasa sebagai berikut :

a. Awalnya terdakwa Musahir alias Talli yang mengaku
mengetahui bahwa orangtuanya almarhum Nyambe Bin Paraki
mempunyai tanah di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec.
Pattallassang, Kabupaten Gowa, lalu mencari cara dan upaya
untuk mendapatkan tanah tersebut.

b. Bahwa ketika terdakwa mengetahui kalau Halik Bin Sumang
bersaudara telah menjual tanahnya yang ia duga bagian dari
tanah milik orangtuanya, dimana tanah tersebut antara lain
dijua! kepada korban H. Mumang Dg. Sau, dan yang ia yakini
tanah itu juga berasal dari orangtuanya maka kemudian
terdakwa bermohon untuk dapat terbit surat tanah dari

’ ?‘T:rzg?:;fénﬂ hanya sebatas meﬂgetahuitada tﬂn?h milik
" orangtuanya yang bemama Nyambe Bin Paraki tanpa
mengetahui betul letak lokasinya lalu kemudian mengajukan
surat-surat yang dimilikinya sebagai lampiran _permohonan
untuk terbitnya SPPT ( Surat Pemberitahuan Fajak Tefhutang )
atas nama Nyambe Bin Paraki yang baru kepada Karateker
ala Desa Sunggumanai Muh. Said, 9, Pos., W5 yang eeet
il;;uepjuga adalah Kepaiagnw Seksi Pemerintahan Kecamatan
a.
Pattaliassang Kabupaten lampirannya itu diajukan melalui Hj.

rmohonan dan : :
d. gﬁ:tm?ugs.peﬂﬂjlﬂ ditaruh dalam map, dimana terdakwa minta
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diserahkan kepada Muh. Said S.Sos. M.Sj va '
P s
. rda
Bin Paraki laly diter yang atas nama orangtuanya Nyambe
nma oleh Muh. Said, 5.S0s.M.Si selaku
Kareteker Kepala Desa Sunggumanai kemudian memeriksanya
dlm‘-’"!il‘ permohonan tersebut belum diisi, maka kemudian ia
mengisinya karena pengakuan terdakwa lewat Hj. Suriati tidak
tahu menulis dan didasarkan kepada catatan biodata orang
tuanya yang termuat pada catatan dan ada didalam map tadi.
Bahwa permohonan terdakwa yang sudah diisi biodata orang
:,Sua tﬂfdal{wakej::; dikembalikan Kareteker kepala desa
unggumanai a terdakwa melalui Hj. Suriati karena pada
nama Nyambe Bin Paraki dipanmhnn:m itu belum ditgnda
tangani atau dijempol oleh yang bersangkutan,
. Permohonan itu kemudian diterima oleh terdakwa dan setelah
dijempol dikembalikan lagi melalui Hj. Bollo, yang kemudian
diserahkan kembali pada Kareteker Kepala Desa Sunggumanai
dimana ternyata jempol itu bukan milik Nyambe Bin Paraki
karena Nyambe Bin Paraki telah meninggal dunia pada tahun
1997 (sesual Surat Keterangan Mati yang dibuat oleh Kepala
Dusun Sailong teranggal 31 Januari 2008) dan hal itu tidak
diketahui oleh Kareteker Kepala Desa Sunggumanai.
. Bahwa dasar ketidaktahuan Kareteker Kepala Desa
Sunggumanai dimana tentang kematian orang tua terdakwa lalu
memprosesnya sesuai prosedur dan dilanjutkan sampai ke
Kantor Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan di Makassar dan
menerbitkan SPPT PBB atas nama Nyambe Bin Paraki.
Dengan SPPT PBB yang lahir dari permohonan tahun 2006
yang dibuat palsu atau mm-ﬁuh;p sgrat éemkibm Ratregﬁ
ta bukan jempol m in Faraa kamna e
renagal dunia pada tahun 197 juga temyata jempol yang
ada di permohonan tersebut tidak sesuai dengan jempol atau
sidik jari dari nyambe Bin Paraki ketika menjual tanahnya
kepada Abd. Rahman L pada tahun1993 pe:ﬁasquan Akta Jua!l
Beli No. 258 /AKTA /KB /X /1883 hal ini sesuai dengan hasil
Berita Acara Pemeriksaan dan Pembanding Sidik Jari No. Pol.
01/11/2008/ Identifikasi tanggal 14 februari 2008 yang di buat
Ramii Sainpangkat Aiptu, Nrp/61020584, Machmud pangkat
Ajptu Nrp 25050018 dan diketahui oleh atas nama Kasatreskrim
Polwiltabes Makassar Paur Identifikasi Mustafa pangkat Iptu
Nrp. 52100033 lengkap dengan tanda tangan masing-masing
Mn. 4
ﬁaﬁﬂ: :gt::atemh memperoleh SPPT PBB lalu mengklaim
it korban H. Mumang Dg. Sau pada tahun 2007
tanah ml sambil merusak papan nama pemilik

: ukinya
e ronaok o gt e
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tan

padaah Pk:‘rsﬂa Eiragnld:n telah punya surat-surat namun letaknya

korban pada Persil 4§hl5r. ﬁrﬁﬁi EI I %TT-’METH 5 setarth
0. , juga setelah

gﬂakuhan pqmerﬂcgaan tidak terdaftar pada I‘fiauigl:nr Desa

: [;.lnggumanal dan di Kantor Camat Pattallassang.

-engan perbuatan terdakwa itu korban H. Mumang Dg.Sau

tidak dapat menikmati tanahnya karena di kuasai oleh terdakwa

dan oleh saudaranya ditanami tanaman kacang tanah sehingga

hak miliknya sebagaimana mﬁﬁ“}f empergunakan tanah

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

Dengan melihat secara terperinci posisi kasus tersebut, maka
selanjutnya dapat di bahas dan dijelaskan rumusan masalah penulis

tersebut sebagai berikut :

A. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara Mo.242/Pid

B/2008/ PN. Sungguminasa

Dalam studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini,
yakni dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri- Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN.
Sungguminasa yang menyatakan bahwa terdakwa Musahir Alias Talli,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana Pemalsuan Surat atas korban H. Mumang Dg. Sau yang
pengenaannya telah diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP serta
yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan
2 selama 9 (Sembilan) bulan penjara potong

peraturan lain

menjatuhkan putusan pidan
masa tahanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang beriaku.

35




Seperti yang dijelaskan oleh Rusdiyanto Lolleh, S.H Selaku Hakim

Pengadilan Negeri Sungguminasa (wawancara tanggal 26 Mei 2009)
bahwa *Seperti yang diketahu Penerapan hukum pidana umum datam
ruang lingkup hukum positif Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim dalam
menerapkan ketentuan Pidana dalam pasal-pasal KUHP berkewajiban
melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP sebagai
pedoman dalam beracara dalam hukum pidana”,

Dalam penerapan hukumnya, termasuk juga seperti studi kasus
Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN.
Sungguminasa yang menghadirkan terdakwa Musahir Alias Talli atas
korban H. Mumang Dg. Sau atas tindak pidana Pemalsuan Surat pada
Pasal 263 KUHPidana, sebelum mengembil kesimpulan dan memutuskan
bahwa terdakwa bersalah atau tidak, sesuai ketentuan KUHAPidana
hakim berkewajiban untuk melakukan upaya pembuktian atas kasus

tersebut.
Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAP terdapat

pada Pasal 183 yang penekanannya harus terdapat pembuktian menurut

cara dan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dijelaskan

bahwa :

i kecuali

. atuhkan pidana kepada seorang .
*Hakim ticdak bnliie'lHLﬂr':"'J kyrangnya dua alat bukti yang shah ia
apabila dengan wa suatu findak pidana benar- benar

Fenapzr:r Eagiam:mmh yang bersalah melakukannya“,
erjadi
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Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Asi  Selaku Hakim
Pengadilan Negeri Sungguminasa (Wawancara Tanggal 5 Juni 2008),
bahwa “ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana

kepada seorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.

Dari posisi kasus yang telah dipaparkan diatas, Jaksa Penuntut
Umum mendakwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan
diancam pidana dalam Pasal 263 KUH Pidana. Upaya Pembuktian
seperti dalam studi kasus diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 184

KUHAPidana yang menjelaskan bahwa :

Alat bukti yang sah, yaitu:
1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam upaya pembuktian atas studi kasus yang diajukan penulis
dalam penulisan skripsi, guna penyampaian fakta-fakta yang terungkap

dalam pemeriksaan secara berturut-turut, persidangan menghadirkan alat

bukti yang sah berupa

{. Keterangan Saksi-saksi,

2. Petunjuk

Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 184

1. Keterangan

KUHAPidana.
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Dalam  keterangan saks di persidangan untuk studi kasus
Pemalsuan Surat ini termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri
Sungguminasa dapat dijelagkan penulis secara rinci sebagal berikut ;

Dalam hal pembuktian dakwaan percobaan tindak pidana
pemalsuan surat, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang

memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Saksi H. Mumang Dg. Sau

a. Bahwa saksi pemah diperiksa dikantor Kepolisian
sehubungan dengan permasalahan tanah miliknya.

b. Bahwa saksi mengerti permasalahan perampasan yang
dilakukan terdakwa atas tanah miliknya yang teretak di
Kampung Sailong Desa Sunggumanai Kab. Gowa.

c. Bahwa kejadiannya pada har minggu tanggal htﬂinya saksi
tidak ingat lagi, tapi sekitar tahun 2007,

d. Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1593
dengan nomor pensil 45 dan luasnya 2544 m2.

e. Bahwa pagar pembatas , patok kayu serta papan bicara milik
saksi telah dirusak terdakwa karena memiliki surat-surat atas

tanah tersebul. ‘
f Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
menyatakan tidak b&;asr_.
: ksi Muh. Said 5.50s. Msl N
* S.ﬂ BELhwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa tetapi tidak
ai hubungan keluarga.
b rEn:'r:ﬁ: w.s.aksi mengetahuig. sebabnya diperhadapkan
| ersidangan dikarenakan masalah penerbitan SPPT-FBE
‘%& nama Nyambe Bin Paraki. ‘ -
¢ Bahwa pada saat penerbitan SPPT-PBE ‘EHHEE menjadi
laksana tugas Kepala Desa Sunggumamant. .
FE‘;hwa ermohonan SPPT-FBE tersebut saksi tenl:na dari H'.
¢ Bollo r?amun pelum ditanda tangani kemudian saksi

i melalul H. Bollo
Eﬂﬁﬁ:”ﬁ”b!:gpg saat kemudian permchonan EFPT-F'EE
i kembali dan telah dijempol oleh Nyambe E“‘TP:’“”E iod
Bahwa pmmnnan SF"FT-!:'EH tarbit pﬂdﬂ_ ahun
& palan kemudian muncul dikarenakan pada
g Eﬂhwah F:::.E SPPT-PBB, Nyambe Bin Paraki yang telah
ﬂﬁeﬁﬂmm ternyata telah meninggal dunia pada Tahun

1997,
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h.

saksi
menyatakan benar, J tersebut, terdakwa

3. Saksi Suriati Allias Dg. Ballo.

b.

d.

a,
Saksi Halik Bin Sumang

b.

Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa tetapi tidak
mempunyai hubungan keluarga, v .
Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperhadapkan
kepersidangan dikarenakan masalah penerbitan SPPT-PBB
atas nama Nyambe Bin Paraki,

Bahwa permohonan SPPT-PBB terdakwa yang membawa
kerumah saksi untuk diserahkan kepada karateker Kepala
Desa Sunggumanai dan setelah saksi kembalikan lagi
kepada terdakwa,

Bahwa saksi mengetahui temyata permohonan SPPT-PBB
itu kemudian bermasalah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan
tidak mempunyai hubungan kefuarga.

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban
dan terdakwa namun saksi pemah melihat dan mendengar
yang korban bell dari saksi dikuasal oleh terdakwa dan
pagamya di rusak. o

Bahwa sebelum tanah itu masih milik saksi tidak pernah ada

ku memilikinya selain saksi.

ﬂﬂﬂﬂ; saat sa:syirajual tanah tersebut kepada H.
Mumang Dg. Sau di hadapan pemerintah yaitu Kecamatan

dan Desa

5. Saksi Baso Dg. Muniu

a.
b.

i Kepala Desa sejak Tahun 2000
m:ibattﬁ'::g:t Kﬂrtelak di Dusun Sailong Desa
Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupataen Gowa
dan lokasi tersebut berbentuk sawah.

Luas lahan tersebut HEi-Hlﬂh 2600.44 M2 ﬁinhbattasn:ﬂ:
adalah sebelah timur milik Ambo Baco, r.abedada ara bﬂ: ;
Drs. Yamin Makka, sebelah utara milik Nyambe dan sebela

ros Dusun Sailong. :
Ee[atmk:?;ig:n demikian berdasarkan akia jual beli No.
?EAHTNHEJWHEE tanggal 09 Juni JEQE antg;a ;3:_;13:?

ik Bi bagai jual dengan Sauda ;
I"I:rﬂfrll!:ﬂnagm nﬁwgﬂ f':n;g targgl!gir di buku DHKP Desa

Sunggumanal

5. SaksiH.A. BasoBahtsl o @ aranu Kabupaten Gowa dan

b.

Camat di Keca .
menjabat selama 5 tahun yails
Benar telah menandatangani

Kecamatan Bontomarannu.

tu mulai tahun 19881 99:?,
Akta Jual Beli sebagai PPAT
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c. Objek transaksi adalah sebidang tanah,

d. Saksi menandatangani Akta Jual Beli te
enali rsebut karena
?ndanya jJaminan dari Kepala Desa Sunggumanai yang
enyatakan bahwa tanah tersebit memang milik Halik Bin
Sumang serta tanah tersebut tidak dalam sengketa.
e. Tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut.

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008
Selain menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan untuk
diminta keterangannya , untuk lebih memperkuat alat bukti saksi tersebut,
persidangan juga mendengarkan keterangan terdakwa guna
menyesuaikan dan mempertegas alat bukti saksi tersebut dalam upaya
pembuktian kasus percobaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan
surat hak atas tanah tersebut

Di dalam persidangan, keterangan terdakwa diatur dalam Pasal
188 KUHAPidana yaitu :

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang
pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

sendiri atau alami sendirn.

Dijelaskan oleh Rg;_di;rantu Loleh Selaku Hakim Pengadilan Negeri

Sungguminasa (Wawancard Tanggal 9 Juni 2008), bahwa, "idak semua

terdakwa dinilai sebagai alat
uh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat

keteranaan bukti yang sah. Untuk
nga

menentukan seja
grut undang-undang diperiukan beberapa asas

ain. keterangan itu dinyatakan di sidang
kan sendiri oleh terdakwa

bukti yang sah men

sebagai landasan berpijak antara |

pengadilan yaitu berupa penjelasan yang diutara




maupun i
pun pernyataan yang berupa Penjelasan atau jawaban terdakwa atas

pertanyaan yang diajukan kepadanya cleh ketua sidang, hakim anggota,
penuntut umum atau penasehat hukum,

Dalam keterangan terdakwa atas studi kasus Pengadilan Negeri
Makassar MNomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN, Sungguminasa sebagai
berikut ;

a. Bahwa terdakwa mengaku tanahnya sendir yang ia kerjakan
dengan pensil 84 D tas nama Nyambe Bin Paraki.
b. Bahwa tanah yang ia garap merupakan warisan dari orang

tuanya.
c. Bahwa terdakwa kenal dengan Hj. Bollo dan pemah meminta
tolong agar suratnya diberikan kepada carateker kepala Desa

Sunggumanai untuk urusan PEB
d. Bahwa surat-surat yang diberikan kepada Hj. Bollo bukan
berupa permohonan dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang

menjempol surat tersebut. _
e. Bahwa orang tua terdakwa telah meninggal dunia pada Tahun

1997 di Sailong.
Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

Setelah menghadirkan saksi-saksi dan mendengarkan keterangan
terdakwa, majelis hakim juga diperlihatkan beberapa barang bukti yang

kemudian dapat memperkuat pembuktian, dalam studi kasus ini, sesuai

penjelasan Rugdiyanto Lol
Sungguminasa (Wawancara Tanggal 9 Juni
idepan persidangan adalah :

sh Selaku Hakim Pengadilan Negeri
2009),bahwa barang bukti
i

yang dihadapkan d
lembar mohonan dari wajib pajak atas nama
b :1;::11& Bin :::Hi p&yang diketahui oleh Kepala Desa
Sunggumanal heritahuan objek pajak (SPOP) yang
2 1 risﬁt.:,":;f :;Trdft:nmdtatfnlgqarﬂ erta diketahui oleh Kepala Desa
tE -
Sunggumanal.
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Selain itu juga dihadirkan ke depan persidangan, ditemukan juga
beberapa petunjuk antara lain :

1. Surat Keterangan kematian N i
_ : yambe Bin Paraki yang telah
meninggal dunia pada Tahun 1997, surat yang dibuat di Sailong

pada Tanggal 31 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh
Kepala Dusun Sailong yne e s

2. Akte jual beli No. 258/AKTA/KB/X/1993 antara Nyambe Bin
Paraki Dg Tiro Bin Paraki dengan Abdurrahman dimana akte
Jual beli di cap jempol oleh Nyambe.

3. Berita acara pemeriksaan dan pembandingan sidik jari No. Pol.
01/11/2008/identifikasi antara lain bahwa sidik jari yang terdapat
pada Surat Akta Jual Beli No. 258/AKTA/KB/X/1993, tanggal 26
Oktober 1893 penjual Nyambe Dg. Tito, pembeli Abd. Rahman
tidak memiliki kemirpan dengan sidik jari yang terdapat pada
surat Peneribitan balik nama penggabungan SPPT-PBE tahun
2006 atas nama Nyambe Dg. Paraki

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

Dari penjelasan diatas, setalah mendengarkan dan melihat
keseluruhan alat bukti yang dinadirkan dipersidangan, maka majelis hakim

dapat menemukan fakta-fakia hukum seperfi yang dijelaskan oleh

Rusdiyanto Ln::-leh Selakuy Hakim Pengadilan Megeri Sungguminasa

(Wawancara Tanggal 9 Juni 2009), adalah :

bena akwa pada hari, tanggal yang sudah tidak
1, B Ftetl;?lian J'fnuari 2006 sekitar jam 08.00 wita

diingat lagi di Su manai Kecamatan
3 Lamuru Desa Sunggu
bertempat di !{El;i’”'a'gten Gowa telah membuat surat Palsu

penggabungan. rmohonan  penerbitan  balik nama
» Bahwa benar ”a:._FEEE tersebut telah dijempol oleh Nyambe

bungan SPP ;
Birﬁga?akl ﬁ:nﬂ mlahtm:n;ﬁgzljﬂ:ﬂ&pmerbﬂan balik nama
3. Bahwa benar sﬁp?il'-F‘EE tersebut terdakwa ajul-:an"dangan
penggahur;ljgngi wmah Hi Suriaty alias Dg. Bollo yang
cara men
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kemudian dim
kepada Muh E:?: ;ﬂ:[::ﬁgawﬂhﬂnan tersebut diteruskan

4. Bahwa benar setelah syrat mmﬁﬁﬂ'ﬂtﬂmﬂ Sunggumanai.
Muh. Said lalu dikembalikan lagi kepada H'mm pssbeghonnd
mUhnnﬂ“ ta S I8 BF'"ﬂ_ Karena surat

N _tersebut belum ditandatangani Hj. Bollo oleh
Nyambe Bin Paraki, ) °
5. Bahwa benar setelah surat permohonan te i
, rse
oleh Nyambe Bin Paraki lalu dikembalikan Iag?:te;:‘::g ﬂ?manu;:g
2 léewudlahn diteruskan kepada Muh. Said |
- Bahwa benar temyata Nyambe Bin paraki tela i i
pada Tahun 1997 herﬂaaarkan -‘guljmt I{eierah "Ezﬂgﬁ:ﬂg:
tanggal 31 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala
Dusun Sailong.

7. Bahwa benar sesuai dengan Berita acara pemeriksaan dan
pembandingan sidik jari No. Pol. 01/12008/Identifikasi antara
lain bahwa sidik jari yang terdapat pada Surat Akta Jual Beli No.
25B/AKTAMKBIX/1993, tanggal 26 Oktober 1993 penjual
Nyambe Dg. Tito, pembeli Abd. Rahman fidak memiliki
kemiripan dengan sidik jari yang terdapat pada surat Penerbitan
balik nama penggabungan SPPT-PBB tahun 2006 atas nama
Nyambe Dg. Paraki.

8. bahwa benar tanah sawah yang dipermasalahkan cleh terdakwa
adalah milik H. Mumang Dg. Sau yang telah dibeli dari Halik Bin
Sumang dan disaksikan oleh Nusu Dg. Ngunjung selaku Kepala
dusun dengan luas 2500,44 M2 dan H. Mumang Dg. Sau telah

membayar PBB sejak Tahun 1983,
Muhammad Asri Selaku Hakim Pengadilan

Tanggal 4 Juni 2009), bahwa:

Menurut penjelasan

Neger Sungguminasa (Wawancara
“Setelah persidangan yang menghadirkan alat bukti sah seperti yang telah
dijelaskan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan tersebut, hakim melanjutkan kepada pembuktian unsur-

alowakan kepada terdakwa yang termaktub

unsur tindak pidana yang did
m, dengan itu maka hakim

rat Dakwaan Jaksa Penuntut Umu

dalam Su
akwaan primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1)

akan membuktikan d

KUHAPIdana, yang unsur-unsumya sebagai berikut :

63

I e



fj

Eamng SJHPH' :

Iﬂ:;tgaudirpaksud dengan barang siapa
: orang siapa saja selaku subjek huku
yang telah didakwa melakukan suaty tindapkan pidana j;;n nranr;

tersebut secara hukum mampu bertan ;
mempertanggung jawabkan perbuatannya, goung jawab dan dapat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ‘
keterangan terdakwa dan barang bukti yang ::Iigjuk.:nrlnjI a;g ds:;t::lr;
pem:!angan serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan
fderlﬂrtasn}ra pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam
Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi
yang dihadapkan di depan persidangan maka jelaslah sudah
pengertian "Barng siapa’, yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah
terdakwa *Musahir Alias Talli" yang dihadapkan ke depan persidangan
Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga Majelis berpendirian unsur
“Barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut
hukum.

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan majelis
menilai bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan secara

hukum mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung
jawaban atas segala perbuatannya.

“Membuat surat palsu atau memalsukan surat"”

bahwa yang dimaksud dengan *Surat” {;’pem::n:t
ini adalah segala surat baik ditulis maupun di cetax,
E:E%meinmﬁf Ic:gi;k. computer maupun alat-alat cetak lainnya.
' - ir Alias Talli pada hari, tanggal yang
enimbang, bahwa Musahir Alias :
sudah Elldalc diln;agt lagi di Bulan Januan Tahun Ergﬂﬁ sekﬁ rﬁt;nnubﬂé ?|E
telah membuat surat Palsu berupa surat permononan pe

-PBE.
nama penggabungan SPPT
Menimbang, Bahwa benar sesual dengan Berita acara

ingan  sidik jari  No.  Pol.
pemeriksaan  dan pembanding sidik jari yang terdapat pada

Ll lain bahwa
01/1/2008/dentiB e O JSBIAKTAIKE/X/1983, tanggal 26 Oktober
Surat Akta Jua v D. Tio, pernbeli Abd. Rahman tidak memiliki
1993 penjual Hyﬂr:;]mih i r{ yang terdapat pada surat Peneribitan balik

Menimbang,

kemiripan dengan 7.PBB tahun 2006 atas nama Nyambe Dg.
nama penggabungan
Paraki gsalahkan oleh terdakwa

ah yang diperm

Sau yang telah dibeli dari Halik Bin

hahwa benar tanah 5{;:;!
adalah milik H. Mum .
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PBB sejak Tahun 10 aii Dg. Sau telah membayar

. Majelis Haki ini
Membuat surat Paisu gyay fn.gef: ; I Sependien Uner
sah dan menyakinkan m%urut hmal::uhan S T Iebkd secrs

: l"'l'll'l'ﬂ dapat menimbulkan sesuatu
hak,
membebaskan hutang atau sebagai Dambuldiar perikatan atau

Menimbang, bahwa kriteria surat palsu menurut pasal inl harus
memnuhi syarat-syarat antara lain: '

a. Dapat menerbitkan suatu hak.
Dapat menerbitkan suatu perjanjian.

Menerangkan suatu penstiwa atau kejadian.

Mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi
lain dari yang asli yang dapat menerbitkan semua hak.

Menimbang, bahwa “Musahir Alias Talli pada hari, tanggal yang
sudah tidak diingat lagi di Bulan Januari Tahun 2006 sekitar Jam 08.00
telah membuat surat Palsu berupa surat permohonan penerbitan balik

nama penggabungan SPPT-PEB.

i bahwa surat permohonan yang telah dijempol oleh
Myambgeg;;n l;'aargki dan telah di sinyalir surat tersebut paisu, yang
dengan surat permohonan tersebut dapat menimbulkan suatu hak
sebagai pembuktian bahwa tanah tersebut milik H. Mumang Fi.;; ?.-laul
adalah miliknya, sehingga majelis berpendapat unsur da'am Fasal it
telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut m.

b.
c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang
d.
.

fain
o tuk memakai atau menyuruh orang |
n:::?gﬂf ﬂﬁwregbut seolah-olah isinya benar dan tidak

i kan.” .
ﬂfFﬂI-'i:ﬂ < nimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah si

pelaku mempunyal ma ksud untuk menggunakan surat yang dipalsukan

banar.
but seolah-clah gsli dan
h Berdasarkan fakta-faktﬂ.dimﬁidﬂﬂgﬂﬂ yang mendudukkan

i syrat permohonan SPPT-PBB yang
terdakwa yang telah mgi]ajuﬁ:an milik H. Mumang Dg. Sau dan

n
dipa{ﬂmnm:?:;tkglnmpengnﬁakﬂn Pagar, Kayu Kawat dan Papan
terdakwa .
Bicara milik H. Mumang Dg. Sau
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5. "Dapat menimbulkan keruglan”

o Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dalam Pasal 263 ayat
ini tidak semata-mata timbul adanya kerugian, melainkan kemungkinan
timbulnya kerugian dari perbuatan materiil terdakwa.

~Menimbang, bahwa dengan merujuk daf uraian diatas,
selanjulnya majelis akan mempertimbangkan unsur “*dapat
menimbulkan kerugian® berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang
diajukan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk dar uraian di atas
terdakwa Musahir Alias Talli setelah berhasil mendapatkan surat
permohonan SPPT-PBB lalu mengklaim tanah milik korban H.
Mumang Dg. Sau adalah miliknya dan terhadap tanah sawah tersebut
terdakwa melakukan pengrusakan yang secara langsung menimbulkan

kerugian.
Menimbang bahwa atas perbuatan tersebut, [na}alis hakim
berpendirian bahwa “unsur dapat menimbulkan kerugian® telah terbukti

ukum.
REnars 4 Gul menﬁlﬂnkan ﬂﬂ?ﬂgd Pengadifan Neger] Sungguminasa 2008

elihat dan mendengar keterangan saksi-saksi, melihat
ardakwa dan petunjuk yang ditemukan dan
setelah hakim melakukan upaya

Setelah m

dan mendengar keterangan !

dihadirkan dipersidangan, dan juga
unsur-unsur percobaan tindak pidana

pembuktian dengan pemenuhan
Perkara 242/Pid. B2008/PN.

Pemalsuan Surat dengan Nemer d

. terdakwa Musahir Alias Talli terhadap
Sungguminasa yang dilakukan 1
i digelar pada pengadilan negen

Korban H. Mumang Dg. Sau yang

b



Sun i i
gguminasa, maka hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa

telah mem
Snuhl rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 285

KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa telah terbukti
secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak
pidana dalam dakwaan primair, dan menjatuhkan putusan pidana selama
9 (Sembilan) bulan penjara potong masa tahanan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan oleh Muhammad Asri Selaku Hakim Pengadilan Negeri
Sungguminasa (Wawancara Tanggal 4 Juni 2008), "ialah bahwa tujuan
pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan atas perbuatan yang
telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan
ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan

yang salah tersebut tidak terulang lag| baik oleh terdakwa maupun orang

lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam

putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

0.242/Pid EJE_HI}:EIFH. Sungguminasa
atuhkan oleh Hakim berdasarkan atas proses

Perkara N

putusan yang dij
pembuktian dengan menggunakan alat buki dan disertai dengan

pada persidangan dimana putusan yang dijatuhkan

keyakinan Hakim

emaksa. gebagaimana asas hukum, dimana Hakim

tersebut bersifat m
guatu perkara.

berperan akiif dalam memeriksa dan mengadili
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Menjadi hakim menupakan tugas yang cukup berat karena dapat

menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan

ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan,

maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta
benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insanj.~

Di jelaskan oleh Rusdiyanto Loleh Selaku Hakim Pengadilan Negeri
Sungguminasa (Wawancara Tanggal 4 Agustus 2009), mengungkapkan
definisi pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai
macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan

pilihan yang tepat dari berbagai altemative, ditambahkan oleh beliau
bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk

menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memilih salah satu dari

berbagai alternative yang ada unfuk mencapal tujuan yang telah

ditenmhag Jya':m menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk

mengatasi suatu masalah.
Menurut penjelasan Muhammad Asr Hakim Pengadilan Negeri

s uminasa (Wawancara Tanggal 3 Juni 2008), dalam membuat

keputusan pengadilan seorang hakim dipengaruhi oleh beberapa fakdor,
yaitu :

Fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan.
a. Fakta-

iy i dalah kepribadiannya,
. tu se_ﬂd"'h rI‘HEHmll'ﬂ a
b. Faktor hakim |

intelegensi, guasand hati,



¢. Faktor terdakwa, misalnya jenis kelamin terdakwa. ras dan
kemampuan bicara,

Sekali lagi, bahwa seperfi yang kita ketahui bahwa dalam memutus

suatu kasus tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAPidana
berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya®.

Seperti dalam studi kasus yang diajukan penulis dalam penulisan
skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa MNomor

242/P|D.B/2008/PN.Sungguminasa juga memuat tuntutan jaksa penuntut

umum Nomor Register Perkara/PDM-236/Sungguminas/8/2008  yang

mendakwa Musahir Alias Talli melakukan tindak pidana pemalsuan dan

penggunaan surat palsu atas korban H. Mummang Dg. Sau yang

kemudian dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Primair

Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana.

Dal surat putusan pengadilan Negeri Sungguminasa No.
am

[ | hwa
359/P|D.B/2007/PN. Sungguminasa, ditetapkan ba

Talli tersebut diatas, telah

sahir Alias
1) Menyatakan terdﬂgﬁ h;uevaﬁnkan mer}um hukum  bersalah
terbukt ﬁn:ﬁr:it pidana pamalsuan Sura
melakukan #u dengan pidana penjara

wwa oleh karena
2) Menghukum tﬂrda} ® in

gelama 9 (sembilan o

P oS T




3) Menetapkan masa penahanan
i yang telah dijalani
dikurangkan seluruhnya dari F"‘d“nangﬂatuhuanﬁlam oleh terdakwa

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5) E“EF‘E'-HEEHH barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Permohonan

Faﬂ wajib pajak a.n. Nyambe Bin Paraki, 1 (satu) lembar Surat

emberitahuan Objek Pajak (SPDP) dilampirkan di dalam berkas
perkara.

6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-

Sumber Dats Pengadilan Neger! Sungguminasa 2008

Dari hasil penelitian penulis pada pengadilan Negeri Sungguminasa
di mana kasus ini dipersidangkan, bahwa dari upaya pembuktian seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah menghadirkan alat bukti sah
kedepan persidangan berupa Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa
Surat dan alat bukti petunjuk, hakim dengan alat bukti yang ada tersebut

ditambah dengan keyakinannya juga melakukan upaya pembuktian

dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa.

Setelah melihat dan mendengar keterangan saksi-saksi, melihat

dan mendengar keterangan terdakwa, Surat dan petunjuk yang ditemukan

dan dihadirkan dipersidangan, dan juga sete
pmgmhan unsur-unsur tindak pi

lah hakim melakukan upaya

dana Pemlasuan

pembuktian dengan )
Surat yang dilakukan terdakwa Musahir Alias Talli atas korban H. Mumang
urat ya

Dg. Sau pada pengadilan Ne
ahwa perbuatan terda

geri Sungguminasa, maka hakim

kwa telah memenuhi rumusan

b
e 263 KUHPidana, sehingga

unsur-unsur tindak
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terdakwa telah i
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut
hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.

Dari keteran :
gan di atas, penulis dapat memaparkan beberapa
rti i
pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus tindak pidana

pemalsuan surat tersebut sebagai berikut :

a. Adanya bukti-bukti yang kuat dimana bukti-bukti yang diajukan
di depan persidangan tersebut memberatkan terdakwa.

Dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan
kasus tindak pidana pemalsuan, disertai dengan petunjuk yang
muncul kemudian, termasuk pengajuan barang bukti 1 (satu)
lembar surat permohonan dari wajib pajak a.n Nyambe Bin
Paraki yang diketahui oleh Kepala Desa Sunggumanal, 1 (satu)
lembar surat pemberitanuan objek pajak yang telah diisi dan
ditanda tangani serta diketahui oleh Kepala Desa Sunggumanai
serta Berita acara pemeriksaan dan pembandingan sidik jari No.

Pol. ﬂﬂil.fzﬂﬂﬂﬂdentiﬁi:asi ant
ada Surat Akta Jual Beli No.
ber 1993 penjual Nyambe Dg. Tito, pembeli

miliki kemiripan dengan sidik jari yang

ara lain bahwa sidik jari yang

terdapat P 258/AKTAKB/1883,

tanggal 26 Okto

Abd. Rahman tidak me
pitan ballk nama penggabungan

-,ramﬁﬁtg- Paraki, yang

melaksanakan tindak

oat pada gurat Pener
tahun 2006 atas nama N
terdakwa ketika

terda
SPPT-PEB
xemudian digunakan
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Pidana tersebut, jelas-jelas memberikan keterangan yang kuat

kepada hakim bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak
pidana tersebut.

Sekalipun dalam persidangan, keterangan terdakwa di
perdengarkan, dimana terdakwa menyangkal semua tuduhan
yang di dakwakan kepadanya, namun sekali lagi bahwa
keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum
kesemuanya memberikan kesaksian yang memberatkan

terdakwa.

_ Terpenuhinya unsusunsur tindak pidana dalam KUHPidana

Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana

pemalsuan surat yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pembahasan sabelumnya juga telah dipaparkan unsur-

i kan kepada
unsur tindak pidana pemalsuan suratyang di dakwakan kepa

Musahir Alias Talli atas korban H. Mumang Dg. Sau, dimana

gar keterangan caksi-saksi, petunjuk dan

getelah menden
ki di depan persidangan, hakim telah

pengajuan barang Bu
nsur-unsur tindak pidana

membuktikan bahwa rumusan U

pemalsuan surat telah terpenuhi seluruhnya.

ynsur  Pasal 183 KUHAPidana yang
inya

im mempertimbangkan dua a
an di tambah keyakinan darinya untuk

lat bukti yang

<ah di hadapan persidand

12
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memutus suatu perkara apakah telah terjadi atau tidak terjadi

suatu tindak pidana dan apakah terdakwa sl sl Bk
atas tindak pidana tersebut,

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya,
bahwa dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat yang
mendudukkan terdakwa Musahir alias Talli atas Korban H.
Mumang Dg. Sau yang di gelar pada Pengadilan Negeri
Sungguminasa, secara sah dan menyakinkan dalam
persidangan vyang menghadirkan keterangan saksi-saksi,
dimintainya keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan alat bukti
petunjuk. Dengan pengajuan alat bukti tersebut, dalam
pertimbangan hukum hakim, dengan keyakinannya telah
memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAPidana untuk mengambil

kesimpulan dan menyatakan putusannya di depan persidangan

d. Fakta-fakta hukum yang muncul di dalam persidangan yang

emberi terangd gerta membuat hakim dapat
m

lkan dengan tegas kesimpulan
paraidangan.

apat
- dari hasil pemeriksaan

menyimpu
dan pembuktian d

eninbangan-perﬁmhangan hukum diatas,
P

in dari beberapa ‘
Selen ¢ -hal yang dapat meringankan dan

ib mempertimbangk@
vwa di dalam putusaniya:

n hal
hakim juga waj

memberatkan terda
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r indak pi v
Dalam kasus tindak pidana pemalsuan suratyang menjadi studi
—

kasus dalam penulisan skripsi ini, dari data yang di temukan penulis dalam

penelitian, menjelaskan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
terdakwa, yaitu :

1) Hal-hal yang memberatkan

a. Sifat qan‘ perbuatan terdakwa itu sendii yang
mengakibatkan korban menderita kerugian matenil dan
tak dapat menikmati hasil kerjanya.

b. Terdakwa mempersulit jalannya persidangan

¢. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mau berterus terang.
2) Hal-hal yang meringankan

a. Terdakwa tidak pemah di hukum

b Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat
merubah sikapnya.

c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
Suntber

Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

C. Komentar dan Pandangan penulis
Berdasarkan putusan Pengadilan  Neger Sungguminasa

ngguminasa, yang menyatakan

ki secara sah dan meyakinkan bersalah

dan peanggunaan surat hak atas

bahwa terdakwa
Nu.?#EIFidEJ'EﬂﬂE-J’PH-Eu

Musahir Alias Talli telah terbu

melakukan tindak pidana pemalsuan

tanah palsu. | |
penulis pada tanggal 26 Mei 2009, Bapak

Hasil wawancara
Negeri Sungguminasa),
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dan meyakinkan melakukan tindak pidana pematsuan surat yang dalam

pembuktiannya melalui alat buki yang sah.

Dihadapan persidangan, baik dar keterangan saksi-saksi, terdakwa
maupun barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan dari waijib
pajak atas nama Nyambe Bin Paraki yang diketahui cleh Kepala Desa
Sunggumanai, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan objek pajak (SPOP)
yang telah diisi atau ditandatangani serta diketahui oleh kepala Desa
Sunggumanai yang terlampir didalam berkas perkara.

Dalam hal ini penulis juga menilai, berdasarkan hasil penelitian dan
wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri sungguminasa yang
memutuskan perkara ini, maka penulis berpandangan bahwa hakim
Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam memutus periara ini telah
n-aturan yang terkait dengan tindak pidana

sesuai menurut atura

pemalsuan surat serta putusan ini telah dijatuhkan herdasarkan barang

bukti dan saksi-saksi maupun keterangan saksi yang sah menurut aturan

yang telah ditetapkan didalam undang-undang sehingga membuat

terdakwa patut dipersalahkan dand
rena pertimpangan Majelis
aka majelis tidak periu
ur delik dakwaan primair telah memiliki

jjatuhi hukuman.

Hakim bahwa dakwaan

Adapun ka
lagi mempertimbangkan

primair telah terpenuhi, M
dakwaan subsidair, karena uns

ancaman hukuman yang terberat
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/
PN. Sungguminasa
Dalam studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini,
yakni dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid. Bf 2008/PN.

Sungguminasa yang menyatakan bahwa terdakwa Musahir Alias Talli

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tela

tindak pidana Pemalsuan Surat atas korban H. Mumang Dg. Sau yang
3 Ayat (1) dan (2) KUHP

rsebut, dan

h melakukan

pengenaannya telah diatur dalam Pasal 26
ng herhubungan dengan perkara te

serta peraturan lain ya _
(sembiran} bulan penjara

' g
menjatuhkan putusan pidana selama

felah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

potong masa fahanan

rk'a a
i n I'

No.242/Pid B/2008/PN- sung
Hakim Pengadilan Negerl Sungd

guminasa
guminasa dinilal dalam melakukan

menurut aturan-aturan yang
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Musahir Alias Talli, balk dari proses pembuktian termasuk

menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa, petunjuk dan fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan
dan keyakinan Hakim yang membuktikan terpenuhinya unsur tindak
pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana
sehingga hakim dengan keyakinannya dapat mengambil sebuah
keputusan untuk menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana

tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran

dan solusi sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara

tindak pidana pemalsuan surat pada kasus yang sama yaitu dalam hal
menjatuhkan suatu putusan harus selalu mencantumkan sefiap
-pertimbangan dan panilaian-panhai.un secara terperinci

pertimbangan
a pihak yang membaca putusan tersebut

didalam putusan, agar semu

ti mengenai hal-hal yang ada didalam putusan terkait

dapat menge

tindak pidana pemalsuan surat t.eraehut.

am men}atuhl-:an putusan tetap

Majelis Hakim dal
Perundang-undangan

Diharapkan |
yang terkait kasus

marnpematikan peraturan

findak pidana pemalsual surat
an bagl pihak korban

serta dapat memperhitungkan akibat

dari pelaksanaan putusan
hukum yang ditimbulk

tersebut.
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